
 

 

 

  
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SOLOK SELATAN 

 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK SELATAN 

NOMOR 7 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

(JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN, 

 

Menimbang

  

 

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Website 

dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

Selatan dipandang perlu menunjuk dan menetapkan 

Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

(JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

Selatan  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

Selatan tentang Penetapan Petugas Operator Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan; 

 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149; 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keija Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum; 



11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pengelolaan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN 

PETUGAS OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN. 

KESATU : Menetapkan nama yang tersebut di bawah ini sebagai 

Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan : 

1. Nama : HERMAN 

NIP : 197909152009101001 

Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I - II/d 

Jabatan : Staf Pelaksana 

2. Nama : ANTO. R, S.E. 

NIP : 198108162024211005 

Pangkat/Gol. : Penata Muda - IX 

Jabatan : Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu 
 

KEDUA : Uraian tugas Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Solok Selatan sebagai berikut: 

1. menyiapkan bahan materi/konten yang akan diunggah/di 

isi kedalam laman Website dan Media Sosial JDIH KPU 

Kabupaten Solok Selatan; 

2. Melakukan pemutakhiran informasi hukum secara berkala 

agar semua regulasi yang ada di JDIH KPU Kabupaten 

Solok Selatan selalu terupdate dan sesuai dengan 

perubahan atau penerbitan peraturan perundang-

undangan terbaru; 

3. Menyusun laporan periodik mengenai status dokumentasi 

hukum dan penggunaan JDIH kepada atasan. 



KETIGA 

 

 

 

: 

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

Selatan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Padang Aro 

pada tanggal 3 Januari 2025 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK SELATAN 

 

ttd. 

 

IRMAN SUSANTO 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

 

 
 
Mas Indra Putra Alamsyah 


